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UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG
HAK CIPTA

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang
Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta yang meliputi
penerjemahan dan pengadaptasian Ciptaan untuk penggunaan secara komersial
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda
paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang
Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta yang meliputi penerbitan,
penggandaan dalam segala bentuknya, dan pendistribusian Ciptaan untuk
penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4
(empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu
miliar rupiah)

3. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada poin kedua di
atas yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp
4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)
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KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa,
karena atas rahmat dan karunia-Nya, buku Tindak Pidana Khusus ini
dapat diselesaikan. Buku ini disusun dengan tujuan memberikan
pemahaman mendalam mengenai karakteristik, regulasi, serta
penegakan hukum tindak pidana khusus di Indonesia, baik dari segi
teoritis maupun praktis.

Dalam era modern yang penuh dengan dinamika sosial, politik,
dan teknologi, tindak pidana khusus seperti korupsi, narkotika,
kejahatan siber, perdagangan orang, dan eksploitasi anak semakin
kompleks. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai
Tipisus sangat penting bagi mahasiswa hukum, praktisi hukum, aparat
penegak hukum, dan masyarakat yang ingin mengetahui mekanisme
penegakan hukum di Indonesia.

Buku ini membahas secara sistematis mulai dari konsep dasar
tindak pidana khusus, kendala dalam penegakan hukum, strategi
penanganan, hingga studi kasus yang relevan. Selain itu, buku ini juga
menyoroti hubungan Tipisus dengan pembaharuan hukum pidana
nasional dan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan hukum Indonesia.

Penulis menyadari bahwa penyusunan buku ini masih jauh dari
kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik, saran, dan masukan dari
pembaca sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang.
Semoga buku ini bermanfaat sebagai referensi ilmiah dan praktis bagi
para pembaca yang ingin memahami serta mendalami tindak pidana
khusus di Indonesia.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua
pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama
penyusunan buku ini. Semoga buku ini dapat memberikan kontribusi
positif dalam pengembangan ilmu hukum di Indonesia.

Penulis
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SINOPSIS

Buku Tindak Pidana Khusus ini disusun berdasarkan RPS pada
mata kuliah Tindak Pidana Khusus, yang diwajibkan bagi mahasiswa
pada Program Ilmu Hukum Jurusan Hukum. Mata kuliah ini
merupakan mata kuliah wajib dengan beban 2 sks. Mata kuliah ini
memberikan pemahaman terkait konsep, sejarah, faktor penyebab,
dampak, serta penegakan hukum tindak pidana khusus di Indonesia.

Dengan capaian pembelajaran:

1. Mampu menjelaskan ruang lingkup tindak pidana khusus,
termasuk definisi, dasar hukum, dan tujuan penerapannya.

2. Mampu menjelaskan sejarah tindak pidana khusus serta
perkembangan Tipisus di Indonesia.

3. Mampu mengidentifikasi faktor penyebab tindak pidana khusus,
baik dari aspek sosial, ekonomi, politik, maupun budaya.

4. Mampu menjelaskan dampak tindak pidana khusus terhadap
masyarakat, negara, dan sistem hukum.

5. Mampu mendeskripsikan beberapa tindak pidana khusus di
Indonesia, seperti korupsi, narkotika, perdagangan orang,
kejahatan siber, dan eksploitasi anak.

6. Mampu menjelaskan penegakan hukum tindak pidana khusus,
mencakup kendala, strategi, koordinasi antar lembaga, serta
perlindungan korban.

7. Mampu menjelaskan eksistensi Tipisus dalam pembaharuan
hukum pidana, termasuk integrasi dalam RKUHP, perlindungan
hak korban, dan prinsip keadilan sosial.

Buku ini diharapkan menjadi panduan ilmiah yang
komprehensif untuk memahami tindak pidana khusus di Indonesia
serta menjadi referensi penting bagi studi hukum pidana modern.
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